SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIGI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN SIGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Menimbang

Mengingat

a.

1.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instasi wajib
membentuk organisasi dokumentasi dan informasi
Hukum dilingkungannya;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang
menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas
pelayanan informasi Hukum yang efektif dan efisien,
perlu ditunjuk tim Pembina dan tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sigi tentang Tim Pembina dan Tim Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 82);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan  Sekretariat Komisi  Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2023 Nomor
8206);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman  Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI.

Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sigi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 23
Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan
Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi
beserta perubahan nya , dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku;



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi,
Pada tanggal 11 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Ttd
SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIGI

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
1. TIM PEMBINA

NO

NAMA

JABATAN

KEDUDUKAN
DALAM TIM

TUGAS

Soleman

Ketua KPU
Kab.Sigi

1. Merumuskan Kebijakan
Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan

Pembina Dokumentasi dan Informasi

Hukum di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten

Sigi;

Apriyanto

Suandi
Tamrin

Bilatullah

Anggota
KPU
Kab.Sigi

Anggota
KPU
Kab.Sigi

2. Menyusun dan
menyempurnakan
Pedoman/Standar

Pembina
Pengelolaan Teknis
Dokumentasi dan Informasi
Hukum; dan

3. Melakukan Supervisi
terhadap Kualitas
Pembangunan Hukum dan
Pelayanan kepada Publik

Pembina

sebagai salahsatu wujud tata

Kelola Pemerintahan yang

baik,akuntabel, transparan,

efektif dan efisien




Anggota
4. | Subri KPU Pembina
Kab.Sigi
Anggota
5. | Rosnawati | KPU Pembina
Kab.Sigi
Mohammad | Sekretaris
6. | Bardin KPU Penanggungjawab
Loulembah | Kab.Sigi
2. TIM TEKNIS
KEDUDUKAN
NO | NAMA JABATAN TUGAS
DALAM TIM
1. Menjamin
Ketersediaan
Kepala Sub
Dokumentasi dan
Bagian Teknis
Informasi Hukum yang
1. | Sasli Penyelenggaraan | Pimpinan Redaksi
Lengkap dan Akurat,
Pemilu dan
serta dapat di akses
Hukum
secara cepat dan
mudah;
Kepala Sub 2. Melakukan
Bagian Pengunggahan seluruh
Partisipasi Informasi kegiatan
Muamar Penanggungjawab
2. Hubungan yang berkaitan dengan
Adhar Publikasi _
Masyarakat dan bidang Hukum;
Sumber Daya
Manusia
3. Melaksanakan
kegiatan
pengembangan sumber
Kepala Sub daya manusia untuk
Bagian meningkatkan
Penanggungjawab
3. | Suyudin Perencanaan kapasitas Tim
Publikasi
Data dan Pengelola Jaringan
Informasi Dokumentasi dan
Informasi Hukum di
lingkungan KPU
Kab.Sigi; dan
Kepala Sub 4. Melakukan evaluasi
Bagian persemester dan
Penanggungjawab
4. | Masdar Keuangan laporan tahunan
Publikasi
Umum dan pengelolaan Jaringan
Logistik Dokumentasi dan




Informasi Hukum KPU
Provinsi Sulawesi
Tengah.
5. | Fahril Staf Pelaksana
Riska
6. Staf Pelaksana
Novita
Juliana
7. | Devi Staf Pelaksana
Oktaviani
8. | Urbaizan | Staf Pelaksana
Raldi
O. Staf Pelaksana
Saputra

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Ttd
SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi



